
TENTANG

TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANC DAERAH

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

tsUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR: {t TAHUN 2017

BUPATISOLOK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor I 'fahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tanun

20l2-2031, perlu menetapkm Peraturan Bupati tentd8 Tugas'

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19s6 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Xabupaten Dalao

Linskunsan Fropinsi sumatera Tensah (Lenbaran Negara

Republik In.lonesia Tahun 19s6 Nomor 25);

Undang-Undmg Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatad

Ruang {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tanbanan Lembaran Negara Relublik Indonesia

Unddg Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentmg

Pemerintahao Dae.an (Lembaran Nega.a Republik

indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomo. 55al sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduf atas

Undang Undanc Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Relublik

3 .



Indonesia Tahun 2015 Nomor 5a, Tambahan Lembaran

Nega.a RepubLik Indonesia Noftor 5679)l

4. Peratu.an Pemerintah Nomo. 15 Tahun 2010 tentdg

PenyeLenggaraan Penataan Ruang (L€mbdm Negara

Republ ik  Indonesia Tahun 2010 Nomo.2 l ,  Tambahan

Lemba.an Nega.a Republik lndonesia Nomor 5103);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pe.anskat Daerah (Lemba.an Negara Republjk lndonesia

Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor s887J;

6. Peraturan Mente.i Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009

'e i  . rg  PFdoT.  koo-d i r  .s i  Perab€n Ruang Dr- rah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaien Soiok
'lahun 20122031 {Lenbaran Daerah Kabupaten Solok

Tahun 2013 Nomo. 1);

MEMUTUSKANi

Mene'iapkd :PERATURAN BUPATI TENTANC TUGAS, SUSUNAN

ORGANISASI DAN TA'IA KERJA BADAN KOORDINASI

PENATAAN RUANG DAERAH.

, BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal t

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dd Pe.angkat Daerah

sebagai unsui penyelenggaraan lemerintahan da€.ah.

3. Bupati adaLall Kepala Daeiai Kabupaten SoLok.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati

yang meiaksanakan tugas dan tdggung jawabnya sesuai

dengd peraturan daerah,

5. Badan Perencdaan, Penelitian dan Pengenbangantyang

selanjutnya disingkat Barenlitbang adalah Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan KabulateD



6. Badan KoordiDasi Penataan Ruang Daerah yang

selanjutnya disingkat B(PRD adalah badan bersifar ad hoc
yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undmg-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang di

Kabupaten Solok dan mempunyai fungsi membanru tugas

Bupati .lalam koordinasi penatae ruang di daerah.

7. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sjkap
pandangan dd gerak langkah melalui kegiatan yang

meliputi pembagian pekedam, hubunsan keda dd
penyalu.an tanegungja*ab masing-masing unsur ydg

terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk

menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang

A. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang

tautan dan ruang udala diatasnya termasuk ruang di

dalam bumi sebagai suatu kesatud wilayah, tempat

manusia dd nakhluk hidup lainnya hidup, melakukd

kegiatd dan memelihara kelangsungan hidupnya.

9. 'fata Ruang adalah mjud st.uktural dan pola pemanraud

ruang yang mencal<up kawasan lirdung dan kawasan budi

daya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkm

hirarhi dan keterkaiian pemanfaatan ruang.

r0, Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan,

ledanfaatan ruang dan lengendalian pemanfaatan ruang.

11. Perencanaar Tata Ruang adalah suatu proses untuk

mencntukan struktur ruang dan pola tuang yang meliputi
penrysunan dan penetapd rcncana tata ruang,

12. Pemanfaatan RudC adalan upaya untuk memjudkan

struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata

ruang melalui penrasund .lan pelaksanad program

beserta pembiayaannya.

13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk

meirujudkan leitib tata .!rang.

14. Kelompok Kerja yds selanjutnya disingkat densan pokja

adalah sekelompok orang yang dipilih arau ditetapkan

untuk mengoordinir dd membantu kelancdd

pelaksanad kegiatan penataan ruang daerah.
I



Pasa l2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini melipuri :

a. pembentukan dan susund kemggotaan BKPRD;

b. k€dudukan dan tugas BKPRD;

c. tata kerja BKPRD; dan

d. pembiayaan,

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGCOTAAN BKPRD

Pasal3

Dengan Peraturd Bupati ini dibentuk BKPRD.

Pasal 4

(1) susunan keangsotaan BKPRD sebagai bdr_ikit:

a. Pendggungjawab ; Bupati dan Wakil Bupati;

b, Ketua i Sekretaris Dae.an;

c. Sekretaris : Kepaia Barenlitbang dan

d. Anggota : Perangkat daerah ymg terkait

dengan penataan ruang.

(2) Sttuktur B(PRD sebagaihda tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pe.aturan

Pasal 5

BKPRD dal r ;  meLksMakan ruBa5 d od u o l r r :

a. Sekreta;iat BKPRDj dd

Pasal6

(rJ Sekreta.iat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

hu.uf a terdiri dari I

b, sekr€ta.is; dan

(2) Ketua Sek.eta.iat adabn sekretdis Barenlitbang t

(3) Sekretaris dan Anssota dianckat dari pejabat ydg

membidangi urusan tata ruang di Barenlitbdg.



(.1) sekretdiat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berada di bawan dd be.tanggung jawab kepada Sekretaris

BKPRD.

Pasal 7

Pokja sebaeaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurur b, terdii

a. Pokja Perencanaan 'faia Ruang; dan

b. Pokj" P-ntr .dbn ddn Pengcndali.n Rudnp,

Pasal 8

Pokja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasdl  7  hLruf  a .  mcmp.  rya i  sJsJncn keansso!4a ydnsre l i r

a. Ketua : Kepala Bidang pada Barenlitbang yang

membidangi penataan ruangi

b. Wakil Ketua : Kepala Bidang pada Dinas yang tuembidangi

PenaEan ruan8;

c. sekretaris : Kepala Sub Bidang ydg m€mbiddgi

Penataan ruang Pada Ba.enlitbangi

d. Anggota : Perdgkat daerah terkait penataan ruang

yang disesuaikd dengan kebutuhan,

Pasal9

Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemdidtan Rudg

sebagaimara dimal{sud dalam Pasal 7 huruf b, metuPunyai

susunan keanggotaan yang terdiri dari:

Kepala Bidang pada Dinas yang membidanei

Kepala Bagian ydc membidmgi urusan

Hukum dan HAM pada Sekretdiat Daerah;

Kepala seksi yang membidansi Pemanfaatan

dao Pengendalian Pemdfatan Ruang pada

Dinas yang nembidanci penatdn ruang;

Perdskat daerah terkait penataan 
{uang

yang disesuaikan dengan kebutuhan.



Pasal l0

Keanggotaan BKPRD, S€kretariat

sebagaimda dimaksud dalam Pasal

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1 )

dan Pokja BKPRD

4, Pasal a dan Pasal 9

BAB III

KEDUDUKAN DAN '|UCAS BKPRD

Pasal I t

BKPRD berada di bawah dan bertdggung jawab langsung

(2) Ketua B(PRD bertanggung jawab dan menyampaikan

laporan hasil pelaksanaan tugas BKPRD serta .ekomen.lasi

terkait dalam pe.encanaan, pemanfaatan dan pengerdalian

penanfaatan ruars kelada Bupaii.

Pasal 12

BKPRD dalam mela]{sana]<d koordinasi penataan ruang

a. Pe.encanaan Tata Ruang meliputil

1 mensoordinasikan dan merumuskan penrysunan

rencana tata ruarg daerahl

2. memaduserasikan rencana pembansunan jangka

panjang dan menengah dengan rencana tata ruang

aaerah seita fteftpeitimbangkan pensarusummaan

peobangunan berkelanjutan helalui kajian lingkungan

3, mengintegrasikan,

nenghamooisasikan rencana tata rudg dae.an

dengan rencana tata ruang wilayah nasionaL, rencana

tata ruang kawasan stEtegis nasional,

ruang $ilayah lrovinsi, rcncana tata ruang kawasan

strategis provinsi dan rencana tata ruang daerah yang

4. mensinergikan penyusuran rencana tata ruang dae.ah

dengan provinsi dd antar kabupaten/kota yang



5. mengoo.dinasikd pelaksanm konsultasi rancangan

peraturan daerdh tentang rencana rara tuang daerah

kepada BKPRD provinsi dd Badan Koordinasi

Penatad Ruang Nasionali

6. nengoo.dinasikd lelaksdaan evaluasi rcncana tata

ruang dae.ah ke piovinsii

7. mengoordinasikan proses penetapan rencana rata ruang

dae.ah; dan

a. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan

b. Pemantaatan Ruang meliluti:

i, memberikan informasi dan akses kepada pengguna

(an8 !crk8r  rencatu €€ rudng oaFrah.

2. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanm

Pada jaja.an peme.jnta:h, swasta, dan masyaEkatj

3. melakukan lasilitasi pelaksdaan kerjasama penaraan

ruang antar daerahj

4. mengoptimalkan peran masya.akar dalam pemanfaatan

5. mengoordinasikan pelanganan dan peny€lesaian

permasalahan dalam pemanlaatan ruang di daerah dan

;emberikan pensa.anan serta saran pemecahannyaj

6. memberikan rekomendasj guna memecahkan

peimasalahd dalam pemanfaatan ruang daerah.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. tuengoo.djnasikd penetapan peraturan zonasi

penataan rudg daerah;

2. memberikan rekomendasi perizinan pemdfmtan ruang

3, melakukan identifikasi ddm pelaksanaan insentlf dan

desinsentif dalm lelaks@aan lemanfaatan ruang

daerah dens@ provinsi dan dengan kabupaten/kota

lainnyaj

4. melakukan fasilitasi, supepisi pelaksdam

pemantaud, evaluasi, dan pelapofan penyel€nggarad

penardn ruangl



5. melakukan fasilitasi, pelaksanaan pengendalian

pemdimtan ruans untuk menjaga konsistensi

pemanlaatan rudg sesuai dengan rcncana tata ruang;

6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatd ruang.

Pasal 13

BKPRD dalah melaksanakan tugas sebagaimana dimal{sud

dalam Pasal 12 dapat :

a. menggunakan tenaga an! yang diperluhan baik dari

orsanisasi profesi, persrrruan tinggi, dunia usaha dan/atau

b. membentuk Tim Teknis untuk, tuenaEgani lenyelesaian
permasalahan yang bersifat khusus; dan

c. memirta bahan yang diperlukan kepada perangkat daerah

Pasal 14

Sek.etariat BKPRD sebagaihana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a mempuntai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan banan dalam rangka kelancaran tugas

BKPRDI

b. menlusunjad{al dan asenda kerja BKPRD;

c. melaliukanfasilitasipenyelenggaraankegiatanBKPRD|

d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Pokja dald

BKPRD;

e. mengolah data dan informasi untuk mendukung

pelaksanaan tugas BKPRD j

t nenyiapkan dan mengembmgkan informasi tata ruang

g. menyiapkan lapo.an pelaksdaan koordinasi penataan

h. menerima pengadua! dari masyarakat berkaitan dengan

teiadinya lenyelenggaraan penataan ruangr dan

i. tuelaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua

BKPRD,



Pasal 15

(1) Pokja Perencdad Tata Rudg sebagaimana dimaksud

dalam Pasal7 hurufa meftpunyaitugas sebagai be.ikut:

a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rdgka

ft elaksanakan kebijakan penataan ruang daefah;

b, melakukan fasilitasi penltsunan rencana tata ruang

dengan mempertimbangk@ instrumen kajian

lingkungan hidup srategia;

d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program

pembangunan yang be.tudg dalam rencana tata ruang

dengan rencana pembangunan jangka panjang dan

merencah daerah;

e. menyiapkan bahan dalam rangka denPeroleh

persetujuan substansi teknis rencana tata luang

f, mcnginventarisasi dan hengkaji permasalahan dalatu

perencdaan serta memberikd altematif

pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno

EKPRD.

(2) Pokja Pe.encanaan Tata Ruans dalam melaksanakan tugas

sebagaihana dimaksud pada ayat (1) bertan&+ng ra$ab

kepada Ketua BKPRD melalui sekretans BKPRD.

(r)
Pasal 16

Pokja Pemanfaatm dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

srbrg" i r rna d Taksud daldm P.sd l  7  I -uru i  b  m.mPunva

tugas sebagai berikut:

a. membelikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam

angka perumusan keb,jalan pemantaatan dan

Pengendalian Pemanfaatan ruang;

b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap

penegakan peratuan daerah tentang ftncana tata

melakukan fasilitasi penltsunan

pembiayaan dalam rdgka penerapan



c. melakukan fasilitasi pelaksdaan evaluasi terhadap

penegakd peratuEn dae.ah tentang ren.ana tata

d. meiakukan fasilitasi pelaksanaan pelapord terhddap

penegakan peraturd daerah tentdg rencana tata

pemanfaatan ruangj

I helaldkan lasilitasi pelaksanaa! penertiban

pemanfaatan ruangj da.

g mengiventarisasi dan mengkaji permasalahd dalam

pemdiatan dan lengendalian pemanfaatan ruang

serta memberikd alternatil pernecahannya untuk

dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

(2) Pokja Petuanfaatan dd Pengendalian Pemanfaatan Ruang

dalam melaksanaka! tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) bertangguns jawab kepada Ketua BKPRD melalui

Sekretaris BKPRD.

BAB ]V
,IATA KERJA BKPRD

Pasal lT

(l) Dalam melaksanakan tugas koo.dinasi Penataan Ruang,

E^FKU meLdsanaKan rzpar :

a. AneBotil BXPRDj dan

b.  Po\ la  B^PRD

(2) Penyelencsaran ralat Anggota BKPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit I

(satu) kali dalam s€tahun untuk melakukan evaluasi

pelaksanaan p€rencanaan, pemanfaatan dan penge.dalian

pemanlaatan ruang.

(3) Penyelenggaran rapat pokja BKPRD sebasaimana dimal{sud

pada ayat (1) huruf b dilallakan paling sedikit t (satu) kali

dalam 3 (tiga) bulan untuk melakukan evAluasi

pelaksanad perencanan, petuanfaatan dd pengendalid

lemanfaatan ruang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan

tugas Pokja B(PRD.



{4) Penyelenggaraan rdpat sebasaimda dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) nenghasiLkan rekomendasi raPat dalam

o€nrLk ber-ra arara.

Pasal ta

(t) Easil rckomendasi ralat sebacaimana diftaksud dalam

Pasal 17 ayat (2), ditandatangari oleh Ketua BKPRD dan

dilalorkan kepada Bupati sebagai dasar peng@bilan

(2) Hasit rekomendasi rapat sebagaimana dim'kstrd dal.m

Pasal 17 ayat (3) dilaporkan kepada ketua BKPRD sebagai

dasa. perencanun lenatad ruang, pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang, pembenan izin

pemanfaatan ruang dan lelanggdd Pemdfaatan ruang.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut nengenai penyelenggaraan pemberian

izin pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada

Pasal 1a Ayat {2) akan diatur lebih ldjut melalui Peraturan

Bupati.

Pasal 20

(l) PenyeLenggarad penataan ruang oleh BKPRD disampaikan

oieh Bupati kepada Gubernur denga! tembusan kepada

Mente.i Dald Negeri,

Penyelenggaraan penatan ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan 2 (dua) kali

(2)

BAB V

PEMBIAYM\

Pasal 2 t

Pembiayaan pelaksanan tugas koordinasi BKPRD dibebdkd

pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumbe. s\lmber

lainnya yang sah dan tidak ftengikat.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasa|22

Pada saat Peraturd Bupati ini tuulai berlalu, Pasal 3 sampai

d"ng"r  Drsa lT  Peraruran Erpar i  Solok \omo- / /  ahun i0 lJ

tentang Peratu.an Pelaksma Pe.aturan DaeEh Kabupaten

Solok Nomor I Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang

wilayah Kabupaten Solok Ta!u; 2012-2031 (Beita Daeqh

Xabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 27) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanceal diundangkd.

Ag- setiap o.ang mengetahlinya, 
_ r:memerintahkan

Pengundangd PeratuEn Bupati ini dalam Be.ita Daercn

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal ,, No{on&sr 2017

BUPATI SOLOK,

\ 
SEKRETARTS

IF 
KABUPATEN

DAERAH

SOLOK,

. ASWIRMAN

ERAH KABUPATEN

GUSMAL

BERITA D soLoKTAHUN 20r7 NOMOR {7
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